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ABSTRAK

Penerapan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 pada tahun 2024
menggunakan metode terbaru yaitu tarif efektif rata-rata (TER) sesuai dengan
Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2023, karena pada ketentuan sebelumnya
memiliki sistem perhitungan yang kompleks terutama pada pihak pemotong pajak.
Tujuan dari penerapan Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2023 adalah untuk
mempermudah perhitungan pajak penghasilan pasal 21. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui penerapan dan perbandingan dalam penerapan Peraturan
Pemerintah nomor 58 tahun 2023 dengan tarif ketentuan Pasal 17 Ayat (1)
Undang-Undang PPh Adapun metode pengumpulan data bersumber dari observasi
dan dokumentasi pada KKP A Denpasar Timur berupa data sekunder sebagai
hasil. Data hasil observasi berupa pengamatan langsung mekanisme perhitungan
pajak penghasilan pasal 21, sedangkan hasil data dokumentasi berupa rincian
nama pegawai, PTKP, rincian gaji, tunjangan, dan daftar pemotongan PPh 21
tahun 2024. Hasil dari penelitian adalah KKP A Denpasar Timur menerapkan
perhitungan pajak penghasilan pasal 21 menggunakan Peraturan Pemerintah
nomor 58 tahun 2023 dengan tarif efektif rata-rata (TER). Perhitungan pada bulan
Januari-November menggunakan tarif TER, sedangkan pada bulan Desember
menggunakan tarif ketentuan Pasal 17 Ayat (1) Undang-Undang PPh.
Perbandingan pemotongan pajak pada bulan Januari-Oktober menggunakan tarif
TER relatif lebih rendah dibandingkan menggunakan tarif ketentuan Pasal 17
Ayat (1) Undang-Undang PPh, namun secara keseluruhan beban pajak yang
terutang selama setahun tidak mengakibatkan adanya kenaikan atau penurunan.

Kata Kunci: Pajak Penghasilan Pasal 21, PP Nomor 58 Tahun 2023, Tarif
Efektif Rata-rata (TER), Pegawai Tetap
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan sumber pendapatan yang sebagian
besar dari pajak. Pajak adalah iuran wajib kepada negara dengan tidak
mendapat balas jasa kembali secara langsung akan tetapi digunakan untuk
keperluan negara dan kesejahteraan masyarakat menurut Undang—Undang
Nomor 28 Tahun 2007. Penerimaan pajak merupakan salah satu penerimaan
negara yang memberikan kontribusi yang terbesar untuk pembiayaan
pengeluaran dan pembangunan negara sebagaimana terutang dalam Anggaran
Pendapatan Belanja Negara (APBN). Pajak tidak hanya tentang penerimaan
APBN namun berkaitan dengan kemajuan ekonomi, pemulihan ekonomi dan
kestabilan sosial menurut (Ha et al., 2022). Pajak telah memberikan kontribusi
yang besar dalam beberapa tahun terakhir, hal ini dianggap sebagai sumber
utama untuk mendukung program pembangunan nasional untuk meningkatkan
pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah terus melakukan transformasi pemungutan pajak agar berjalan
dengan efektif dan efesien dalam rangka menjaga konsistensi dari penerimaan
pajak. Upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dalam negeri dari
sektor pajak, antara lain dengan merubah sistem pemungutan pajak dari
official assessment system menjadi self assessment system. Self assessment

system yaitu wajib pajak memiliki peran aktif dalam tanggung jawab untuk



menghitung, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terhutang
(Munandar et al.,, 2023). Prinsip self assessment system memerlukan
pemahaman dari wajib pajak tentang cara menghitung pajak yang terutang dan
besarnya tarif pajak yang harus diterapkan pada pendapatan tertentu. Dalam
Self assessment system pemakaian e-filling yang dilakukan oleh wajib pajak
memudahkan melaksanakan kewajiban perpajakan dan akan berpengaruh pada
kepatuhan perpajakan (Darmayasa et al., 2020). Dalam proses perhitungan
diperlukan pemahaman mengenai subjek dan objek dari pajak. Subjek pajak
adalah individu atau entitas yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak,
dan posisinya dalam transaksi akan menentukan persentase pajak yang harus
dibayarkan. Sementara itu, objek pajak mencakup berbagai jenis penghasilan,
termasuk penghasilan yang dikenakan PPh tidak final, penghasilan yang
dikenakan PPh final, dan penghasilan yang bukan merupakan objek pajak.
Semua perinsip ini harus dituangkan dalam laporan keuangan, terutama pada
laporan laba rugi yang disusun berdasarkan perinsip akuntansi. Laporan laba
rugi nantinya akan disesuaikan berdasarkan ketentuan perpajakan yang
mungkin tidak sejalan dengan standar akuntansi, sehingga menciptakan
konsep laba fiskal (Harahap, 2023).

Pajak penghasilan merupakan komponen terbesar dari penerimaan pajak
dalam negeri secara keseluruhan. Pada tahun 2022 dan 2023, persentase
realisasi penerimaan pajak penghasilan non migas masing-masing sebesar
53,6% dan 53,1%. Realisasi penerimaan pajak penghasilan ini jauh di atas

realisasi penerimaan PPN dan PPnBM yang hanya sebesar 40,9%. Ini



menjukan bahwa pajak penghasilan mempunyai peran yang besar dalam
struktur penerimaan pajak, sehingga perubahan regulasi yang terkait dengan
pajak penghasilan seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58
Tahun 2023 (untuk selanjutnya dalam tugas akhir ini disingkat dengan PP No
58 Tahun 2023) terkait tarif pemotongan pajak penghasilan pasal 21 akan
memberikan dampak yang signifikan terhadap penerimaan negara dan
kepatuhan wajib pajak (Kementerian Keuangan, 2023).

Tarif efektif rata-rata (untuk selanjutnya dalam tugas akhir ini disingkat
dengan TER) yang digunakan untuk pemotongan pajak penghasilan pasal 21
yang berlaku mulai Januari tahun 2024. Sistem TER ini mempermudah
perhitungan PPh Pasal 21 masa karena menggunakan tarif tunggal dan
mengelompokkan karyawan ke dalam tiga kelompok besar yaitu TER A, TER
B, dan TER C. Setiap kelompok akan dibagi lagi menjadi kelompok yang
lebih kecil berdasarkan rentang penghasilan yang telah ditentukan, beserta
tarif PPh Pasal 21 yang harus diterapkan (Harahap, 2023).

KKP A adalah salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang
perpajakan dan akuntansi. KKP A berlokasi di Kota Denpasar. KKP A
Denpasar Timur mempunyai pegawai tetap dengan total pegawai berjumlah 40
orang. Mereka merupakan tombak yang menjalankan selutuh aktivitas
perusahaan dan langsung berkontribusi terhadap pendapatan perusahan.
Dalam meningkatkan kesejahteraan pegawai KKP A Denpasar Timur
memberikan benefit berupa gaji dan tunjangan sebagai penghasilan.

Penghasilan yang didapatkan dipotong pajak penghasilan 21. Perubahan



peraturan pemerintah terkait Perhitungan Pajak Penghasilan 21 yang awalnya
menggunakan pasal 17 Ayat (1) huruf a menjadi PP No 58 Tahun 2023 yang
menggunakan TER A, TER B, TER C menimbulkan perbedaan mekanisme
perhitungan, maka penulis tertarik melakukan penelitian memfokuskan
menganalisis penerapan PP No 58 tahun 2023 pada pegawai tetap di KKP A

Denpasar Timur.

B. Rumusan Kesenjangan
Sesuai dengan latar belakang yang dipaparkan di atas terkait pajak
penghasilan 21, maka rumusan kesenjangan dalam penelitian ini diuraikan
sebagai berikut:
1.Bagaimanakah penerapan perhitungan pajak penghasilan 21 dengan TER
sesuai dengan PP No 58 Tahun 2023 di KKP A Denpasar Timur pada tahun
20247
2.Bagaimanakah perbandingan perhitungan pemotongan sebelum dan sesudah
menerapkan PP No 58 Tahun 2023 di KKP A Denpasar Timur pada tahun
20247
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan
1. Tujuan Penulisan
Berdasarkan rumusan kesenjangan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai
dalam penelitian ini adalah untuk mengathui:
1) Untuk mengetahui penerapan perhitungan pajak penghasilan 21
dengan TER sesuai dengan PP No 58 Tahun 2023 di KKP A Denpasar

Timur pada tahun 2024.



2) Untuk mengatahui perbandingan sebelum dan sesudah menggunakan
TER sesuai dengan PP 58 Tahun 2023 di KKP A Denpasar Timur pada
tahun 2024.

Manfaat Penulisan

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai

berikut:

1) Bagi KKP A Denpasar Timur

Penelitian ini diharapkan mampu menambah informsi mengenai perubahan

mekanisme perhitungan dengan PP No 58 tahun 2023 menggunakan TER

sehingga perusahaan dapat mengurangi risiko denda dan saksi
administrasi.

2) Bagi Politeknik Negeri Bali

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan referensi

kepustakaan dalam pengembangan penelitian selanjutnya mengenai PPh

Pasal 21 dengan TER sesuai dengan PP No 58 tahun 2023.

3) Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi tambahan wawasan tentang

perubahan perhitungan pajak khususnya pada PPh 21. Dengan adanya

perubahan metode perhitungan, mahasiswa dapat menambah wawasan

tentang penerapan tarif pajak untuk penelitan selanjutnya.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Berdasarkan rumusan kesenjangan pada penelitian KKP A Denpasar
Timur telah menerapkan perhitungan Pajak Penghasilan 21 sesuai dengan
PP 58 tahun 2023 dan PMK 168, dilihat dari perhitungan yang telah
dilakukan dengan 4 pegawai tetap pada KKP A Denpasar Timur hasil
dari perhitungan Pajak Penghasilan 21 menggunakan tarif efektif rata-
rata (TER) dari bulan Januari sampai November dan pada bulan
Desember kembali menggunakan peraturan sebelumnya yaitu Pasal 17
ayat (1).

2. Perbandingan metode perhitungan Pajak Penghasilan 21 dengan
menggunakan tarif Pasal 17 Ayat 1 Undang-Undang PPh mengharuskan
adanya perhitungan ulang apabila terdapat perubahan penghasilan setiap
bulannya yang menyebabkan proses perhitungan menjadi rumit.
Sedangkan perhitungan Pajak Penghsilan Pasal 21 menggunakan PP 58
tahun 2023 sangat sederhana dan efisien dikarenakan penghasilan akan
dikalikan langsung dengan tarif tunggal yang ditentukan berdasarkan
PTKP dan penghasilan bulanan. Akibat perubahan perhitungan Pajak
Penghasilan 21 dari Pasal 17 Ayat 1 menjadi PP 58 tahun 2023 dalam
penerapannya Yyaitu adanya penurunan pajak yang terutang dari bulan

Januari-Oktober namun pada bulan November pajak yang terutang

40
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melonjak tinggi akibat adanya bonus tetapi secara keseluruhan tidak ada

penambahan beban pajak yang baru dan pada bulan Desember terdapat

status lebih bayar pajak dikarenakan perhitungan masa pajak terakhir

tetap menggunakan tarif Pasal 17 yang disetahunkan.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan terkait penerapan perhitungan berdasarkan
Peraturan Pemerintah No 58 tahun 2023 menggunakan tarif efektif rata-rata
(TER) adalah perlunya langkah sosialisasi dan pendampingan kepada wajib
pajak orang pribadi dan pihak pemotongan pajak, terutama pada penerapan
system perhitungan menggunakan tarif efektif rata-rata yang lebih sederhana.
Pengetahuan yang mendalam mengenai penggunaan tarif efektif rata-rata
akan memudahkan wajib pajak dalam melakukan perhitungan dan pelaporan
pajaknya secara tepat waktu. Sistem TER mempermudah penerapan perinsip
self assessment system yang telah diterapkan pemerintah Indonesia yaitu
wajib pajak memiliki peran aktif dalam menghitung, membayar, dan
melaporkan pajak secara mandiri. Adanya pemahaman perhitungan yang
lebih baik maka akan mengurangi potensi kesalahan dalam perhitungan
pajak dan dapat mendorong tingkat kepatuhan pajak khususnya pada

pemungutan Pajak Pasal 21.
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